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ABSTRAK
Penting untuk memahami nilai (value), asas (principle) dan hubungannya
dengan norma (norm). Dibalik norma terdapat nilai dan asas. Nilai dan asas (hukum)
merupakan landasan pertimbangan bagi pembentukan norma (hukum). Norma hukum
merupakan perwujudan atau konkretisasi aturan hukum harus mencerminkan atau
didasari pada asas-asas (hukum) sebagai landasan pembentuknya. Secara sifat, norma
hukum datangnya dari luar atau negara. Norma berfungsi mengatur serta memiliki
sanksi yang memaksa yang dapat langsung diterapkan oleh negara), sedangkan asas
hukum bekerja secara tidak langsung yang berfungsi memberi pengaruh pada
interpretasi terhadap aturan hukum. Pergumulan dalam ilmu hukum bukan sekedar
pergumulan dengan fakta, melainkan pergumulan dengan nilai. Masalahnya bukan
masalah fakta melainkan masalah nilai. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif ilmu
hukum, dituntut tanggung jawab, yaitu memberi jawab atas tuntutan etis yang
tercermin dalam peristiwa hukum. Pergumulan dalam ilmu hukum bukan sekedar
pergumulan dengan fakta, melainkan pergumulan dengan nilai. Masalahnya bukan
masalah fakta melainkan masalah nilai.
Kata Kunci: Nilai, Asas, Norma, Fakta Hukum
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A. Pendahuluan
Nilai, asas, norma, dan fakta hukum merupakan suatu hirarki. Hubungan
antara norma hukum dengan asas hukum dalam suatu sistem hukum, asas hukum
sebagai kaidah yang fundamental yang menjadi pikiran-pikiran dasar yang terdapat di
dalam suatu sistem hukum yang dirumuskan menjadi aturan-aturan perundang-
undangan. Asas hukum digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pembentuk
undang-undang dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Sudah
seharusnya pembentuk undang-undang tidak menjadikan suatu asas hukum menjadi
norma hukum pada pasal-pasal dalam undang-undang.
Objek ilmu hukum ialah ‘hukum’.1 Inti pergumulan ilmu hukum ialah realitas
hukum. Realitas yang dipersepsi bukan sebagai objek yang ‘dapat dipungut begitu
saja’ melainkan sebagai petunjuk arah, proses dan aturan. Realitas hukum yang
digeluti ilmu hukum bukan realitas individual melainkan realitas intersubjektif.2
Intersubjektif dimaknai pula sebagai kerjasama (interaksi) yang kompleks antara:3 (1)
pembentuk undang-undang; (2) hakim; (3) ilmuwan hukum.
Apakah realitas hukum itu? “Realitas hukum merupakan kisah panjang
sejarah manusia yang penuh nilai. Realitas yang sepenuhnya terwujud dalam bidang
etis, dan karena itu bersifat etis daripada fisik.4 Kisah panjang itu juga merupakan
proses saling pengaruh antara ilmu hukum dengan perundang-undangan, ilmu hukum
dengan peradilan, antara perundang-undangan dengan peradilan.5
1Benard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang
Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 10.
2Prakata Penerbit pada buku  C. A. van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan
antara Ilmu Pengetahuan dan Etika, Terj. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. viii.
3Benard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang
Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 10.
4Prakata Penerbit pada buku C. A. van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan
antara Ilmu Pengetahuan dan Etika , Terj. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. viii.
5Benard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi
Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional
Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 10.
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Pergumulan dalam ilmu hukum bukan sekedar pergumulan dengan fakta,
melainkan pergumulan dengan nilai. Masalahnya bukan masalah fakta melainkan
masalah nilai. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif ilmu hukum, dituntut
tanggung jawab, yaitu memberi jawab atas tuntutan etis yang tercermin dalam
peristiwa hukum. Perusen mengatakan:6
“... kita berpikir dengan tangan kotor. Ini berarti, begitu terlibat dengan dunia
nyata, dalam ‘realitas nyata (baca: berhukum), pemikiran dan tindakan
tergabung menjadi satu”.
Realitas (baca: realitas berhukum) merupakan merupakan tanah subur, dimana
berpijak para ‘pihak pelaksana yang berhukum’ untuk mengambil keputusan moral
yang sulit. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan suatu kebijaksanaan, yang
berdasar fungsinya, ikut ambil bagian dalam tanggung jawab sosial dari setiap
tindakan para manusia ‘pihak pelaksana yang berhukum’. Dengan demikian, ilmu
hukum ‘ikut mematut wajah budaya hukum. Inilah kontribusi Peursen untuk
mengingatkan ilmuwan-ilmuwan hukum akan tanggung jawab moralnya atas
keberlangsungan praktik berhukum yang penuh dengan kisah ‘sedih’ dan ‘gembira’.
Tanggung jawabnya dalam mengembangkan tugasnya ‘berpikir dengan tangan kotor’.
Para ahli hukum di Indonesia menurut Prof. Khudzaifah Dimyati, memandang
hukum secara dikhotomik, (1) hukum dianggap sesuatu yang normatif, dan (2)
hukum dilihat sebagai perilaku.7
1. Manusia: Memberi Logos
Sering disebut manusia itu sebagai animale rationale. Makna rationale
bertumpu pada logos yaitu ‘akal’. Namun Peursen menggunakan kata logos pada
pengertian aslinya yaitu ‘bicara’. Bagi Peursen, uangkapan ‘memberi logos’ berarti
6 Prakata Penerbit pada buku C. A. van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan
antara Ilmu Pengetahuan dan Etika , Terj. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. viii.
7Khudzaifah Dimyati, Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum
Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. vi.
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‘mempertanggungjawabkan’ ‘Bicara’ berperan dalam ‘berkomunikasi’ antar manusia
serta dalam ‘mempertanggungjawabkan’ sesuatu.8
Dikatakan Peursen:9
“Bila seseorang berbicara dan jarinya menunjuk ke objek..., maka sebenarnya
ia ingin melakukan lebih dari memerikan saja. Kata adalah petunjuk, yang
berisikan ajakan untuk memulai suatu tugas... Bahasa menujukkan arah dan
memilih aspek-aspek khusus agar aspek-aspek itu diperhatikan. Semua
tindakan manusia menjadi jelas terlihat melalui gerak gerik bahasa. ...Bahasa
adalah sistem refleksi, tindakan, dan sejarah...”
Manusia melalui ‘kata’ melakukan ‘lebih dari sekedar’ mengungkapkan fakta.
Manusia ‘mendorong’ berbagai peristiwa ‘ke arah tertentu’, ‘menafsirkan’ arah serta
sejarah. Makna belum ada sebelum kata dipergunakan. Oleh karena itu mudah
dipahami jika Peursen mengatakan:10
“Makna tidak diberi secara a priori, melainkan mendapat bentuknya melalui
penggunakan kata”. Sering orang berpendapat bahwa makna sudah
terkandung dalam bunyi kata. ... ini keliru. Kata memperoleh makna hanya
karena digunakan secara tepat, yaitu dalam penggunaan kata itu sendiri.
Hanya dengan cara demikian kata-kata bermakna.
Peursen merujuk pada kata-kata yang dikelompokan sebagai onomatope (kata yang
hanya meniru suatu bunyi) tidak sekedar hanya meniru bunyi saja. Kata-kata itu
tampak berbeda  sesuai dengan bahasa yang berbeda (ayam jantan dalam Indonesia
berbunyi ‘kukuruyuk’ sedang dalam bahasa Sunda ‘kongkorongok’, dalam bahasa
Inggris ‘cock-a-doddle-doo, atau dalam bahasa ‘kukeleku’). Bukan sekedar bunyi
faktual, sambil menafsirkan sudah mengubah bunyi.11
8C. A. van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan
dan Etika, Terj. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 1.
9C. A. van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan
dan Etika, Terj. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 1.
10C. A. van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan
dan Etika, Terj. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 2
11C. A. van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan
dan Etika, Terj. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 2
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2. Kata: Memperoleh Maknanya Melalui Penggunaan
‘Ini buku’ demikian dikatakan pada seorang anak kecil sambil ditujukkan
objeknya itu sendiri. Ketika melakukan ucapan itu sesungguhnya kata ‘buku’ belum
diberi makna yang tepat. Buku mempunyai bentuk yang berlainan, bahkan memiliki
fungsi yang berbeda, dalam kebudayaan yang berbeda. Awalnya seorang anak kecil
mempunyai kesan bahwa ‘buku’ hanyalah petunjuk pada objek tertentu saja. Butuh
waktu yang lama bagi seorang anak kecil untuk dapat memmahami bagaimana kata
itu digunakan.
B. Nilai-Nilai Hukum
“…Tak cukup hanya membaca bunyi pasal an sich”
“…Hukum sejatinya mewujudkan nilai-nilai” (M. Ali Zaidan)
“Dalam pembacaan teks-teks hukum, tidak cukup terpaku pada ketentuan
hitam putih sebagaimana tertulis, tetapi harus menyentuh asas-asas maupun nilai-nilai
yang berada di balik norma itu…”.12 Sejak ‘aturan-aturan hukum’ ditentukan, ‘nilai-
nilai hukum’ tersembunyi di balik norma hukum. Nilai-nilai itu wajib digali agar
menjadi konkret dan dirasakan manfaatnya. Apa sejatinya nilai itu?
1. Pengertian Nilai
Kata ‘Nilai’ ini merujuk pada arti ‘sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau
berguna bagi kemanusiaan’.13 Garner mengartikan nilai secara harafiah sebagai
‘makna atau arti’; ‘sifat yang diinginkan’; atau ‘memiliki faedah’ untuk sesuatu
12M. Ali Zaidan, “Kekadaluwarsaan pada Perkara Pidana”, artikel dimuat pada H.U. Kompas
tanggal 28 April 2016.
13Dendy Sugono, dkk., Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1004.
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(significance, desirability, atau utility of something).14 Henry Campbell mengartikan
‘nilai’ sebagai ‘suatu faedah atas suatu tujuan atau maksud yang diharapkan dapat
memuaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan kebutuhan atau
keinginan manusia (The utility of an object in satisfying, directly or indirectly, the
needs or desires of human beings…).15
Nilai merupakan suatu yang dikejar tercapainya, dijunjung tinggi, dan
dipertahankan bersama oleh suatu kelompok orang-orang atau masyarakat. Nilai
terkandung  dalam hubungan susila, spiritual, relijius, estetik, antar manusia di dalam
kelompok, organisasi, dan masyarakat. Untuk atau di dalam mengejar nilai-nilai
lahirlah norma-norma. Sebagian dari norma-norma tersebut menjadi hukum.16 Kajian
ilmu hukum berupa kaidah hukum yang terkait dengan nilai dan perilaku’.17 Ilmu
hukum dalam tiga demensi, salah satunya dimensi nilai-nilai (lainnya dimensi
perilaku orang atau badan hukum serta dimensi kaidah-kaidah).18
Pengaturan melalui undang-undang diharapkan dapat menjadi upaya bagi
tersedianya perangkat hukum untuk menegakkan nilai-nilai. Penegakan hukum pada
hakikatnya untuk mempromosikan nilai-nilai, khususnya keadilan. Hal Ini
menunjukkan bahwa hukum bertujuan keadilan. Hakikat hukum ditentukan oleh
keyakinan yang etis tentang adil dan tidak. Oleh karena itu hukum betujuan
mewujudkan keadilan. Penegakan hukum yang benar-benar diusahakan hingga
menghasilkan keadilan. Etika Penegakan Hukum yang berkeadilan dimaksudkan
untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan
hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh
14Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., Saint Paul, 2004, hlm.
4813.
15Henry Campbell Black, Joseph R. Nollan, M.J. Connolly, Black‘s Law Dictionary, West
Publishing Co., Saint Paul, 1979, hlm. 1391.
16S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.
7.
17Sugijanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat: Suatu Eksplorasi
Menuju Ilmu Hukum Yang Integralistik dan Otonom, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 78. Garis
bawah dari peneliti.
18Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1983, hlm. 13.
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peraturan yang berpihak pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin
tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa
keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.19
Untuk mendapat pengertian atau makna dari istilah ‘nilai’ dimulai dengan
cara menghubungkannya dengan ‘fakta’. Model ragam pikir ini digubakan oleh C. A.
van Peursen.20 Cara yang akan ditempuh dengan melalui suatu contoh. (1) ‘ada
sebuah batu’; serta (2) ‘kunci tidak berfungsi’. Tesis yang akan menjadi perspektifnya
ialah:
Ungkapan ‘di sana ada sebuah batu’ atau ‘kunci tidak berfungsi’
Nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut
segala sesuatu yang baik atau yang buruk, sebagai abstraksi, pandangan atau maksud
dari berbagai pengalaman dalam seleksi perilaku yang ketat. Darmodiharjo
mengungkapkan nilai merupakan sesuatu yang berguna bagi manusia baik jasmani
maupun rohani. Soekanto menyatakan, nilai dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang
positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki setiap manusia
untuk dipandang dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang dimiliki setiap
manusia tersebut sangat beragam bergantung pada kesepakatan masyarakatnya. Nilai-
nilai tersebut seperti nilai moral, nilai religi, nilai estetika (keindahan), dan
sebagainya.
Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok: (1) nilai material adalah
nilai yang meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi
jasmani manusia. Salah satu contoh nilai material adalah sandang dan pangan; (2)
19La Ode Husen,  “Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara Dapat
Mencegah Terjadinya Korupsi”, Jurnal Etika & Pemilu, Edisi 1, Mei 2015, hlm. 17 dan 21.
20Cornelis Anthonie van Peursen belajar hukum dan filsafat di Rijks Universiteit Leiden.
Buku yang digunakan oleh penulis berjudul Fact, Values, Events, Terj. A. Sonny Keraf, diterbitkan
Gramedia, Jakarta, tahun 1990.
‘fakta’ diasalkan dari ‘penilaian’
atau
‘ada’ diasalkan dari ‘seharusnya’
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nilai vital, yaitu nilai yang meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala
sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Salah
satu contoh nilai vital adalah buku pelajaran yang berguna bagi siswa saat belajar;
serta (3) nilai kerohanian adalah nilai yang meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan
dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia. Salah
satu contoh nilai kerohanian adalah beribadah.
Nilai kerohanian dibedakan lagi menjadi empat macam yaitu: (1) Nilai
kebenaran (kenyataan) yang bersumber dari unsur akal manusia (ratio, budi, cipta).
Contoh: Bumi itu bentuknya bulat. Menurut Surya Sumantri, berdasarkan scope
potensi subjek maka susunan tingkat kebenaran menjadi: (a) tingkatan kebenaran
indera, yaitu tingkatan yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia; (b)
tingkatan ilmiah, pengalaman-pengalaman yang didasarkan disamping melalui indera,
diolah pula dengan rasio; (c) tingkat filosofis, rasio dan pikir murni, renungan yang
mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya; serta (d) tingkatan
religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan serta dihayati oleh kepribadian
dengan integritas dengan iman dan kepercayaan; (2) Nilai keindahan, yaitu nilai
bersumber dari unsur rasa manusia (perasaan dan estetis). Menurut The Liang Gie,
estetika ialah ilmu yang membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk. Keindahan
pada puisi/ teks lagu terbentuk melalui dua unsur, yaitu keindahan intrinsik dan
ekstrinsik. Keindahan intrinsik merupakan keindahan yang disampaikan melalui
pesan yang terkandung dalam syair lagu. Keindahan ektrinsik, keindahan yang
tercipta melalui diksi, sajak (rima), gaya bahasa dan irama maupun nada yang
terdapat dalam syair lagu; (3) Nilai moral (kebaikan) yang bersumber dari unsur
kehendak atau kemauan (karsa, etika). Contoh: Tari-tarian; (4) Nilai religius, yaitu
nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Contoh: Ritual-ritual
keagamaan.
Notonagoro mengelompokan tiga nilai, yaitu nilai material; nilai vital; serta
nilai kerohanian. Jika dibuat bagan sebagai berikut:
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Ragaan: Pengelompokan Nilai Menurut Prof. Notonagoro
2. Sistem Nilai
Tiap kaidah hukum mencerminkan atau dijiwai suatu nilai.21 Suatu tata
hukum mencerminkan atau bermuatan sistem nilai. Sistem bilai dikategorikan
menjadi 2 (dua) hal:22 (1) nilai dasar, yaitu landasan atau acuan untuk mencapai
sesuatu; dan (2)  nilai tujuan, yaitu sesuatu yang harus diperjuangkan untuk
diwujudkan. Menurut Prof. Arief Sidharta gagasan membedakan dua kategori nilai di
atas berasal dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja.
Dihubungkan dengan Pancasila, sebagai nilai dasar sudah menjadi kenyataan.
Sedangkan pada nilai tujuan, Pancasila baru pada sila Ketuhanan dan Persatuan yang
sudah menjadi kenyataan.23 Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, sebagaimana
dikutip Prof. Arief Sidharta, keseluruhan nilai-nilai dalam sistem-nilai Pancasila
dipersatukan oleh asas ‘kesatuan dalam perbedaan’ yang menjiwai struktur dasar
21Benard Arief Sifharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang
Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 184.
22Benard Arief Sifharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang
Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 184.
23Menurut Prof. Arief Sidharta pendapat itu berasal dari Prof. Mochtar Kusumatmadja.
Pengelompokan Nilai






Jurnal Filsafat Hukum Vol. 1 No. 1 2016 (Hlm 43-73) 52
keberadaan manusia dalam kebersamaan. Itulah yang menjadi titik tolak cara pandang
bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual dalam masyarakat dan di alam
semesta.24
Struktur keberadaan manusia (dalam pandangan hidup Pancasila) menurut
Prof. Arief Sidharta ialah ‘kebersamaan dengan sesamanya di dunia’. Struktur
keberadaan yang demikian itu menyebabkan dalam kehidupan manusia selalu
menghadirkan hukum didalamnya. Keberadaan hukum inheren dalam keberadaan
manusia dan keberadaan manusia itu berakal-budi serta berhati-nurani.25 Pemahaman
terhadap berakal-budi serta berhati-nurani terhadap struktur dan keberadaannya
melahirkan penghayatan kesadaran terhadap adil dan tidak adil. Dengan demikian,
hakikat hukum itu ialah penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani. Penilaian
hukum terbentuk sebagai ‘proses pemaknaan akal-budi dan hati-nurani terhadap hasil
persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan tertentu dalam kerangka pandangan
hidup, keyakinan keagamaan, dan keyakinan etis yang dianutnya.26
3. ‘Fakta’ Diasalkan Dari ‘Nilai’
Prof. C. A. van Peursen memberikan contoh dari tesis ‘fakta’ diasalkan dari
‘nilai’ di bidang estetika. Peursen menyebut seorang pelukis yang ‘hanya menyajikan
dan menghadirkan fakta-fakta’. Sebuah lukisan pemandangan Belanda di abad ke-17.
Pada lukisan itu terlihat sebuah sungai yang ditengahnya terdapat sebuah perahu
sederhana sedang mengangkut sapi. Di sebelah kiri sungai terdapat sebuah rumah
petani yang dikelilingi oleh gugusan pohon. Di sebelah kanan sungai ada sebuah
24Benard Arief Sifharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang
Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 184.
25Benard Arief Sifharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang
Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 185.
26Benard Arief Sifharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang
Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 185-186.
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menara gereja. Menurut Peursen Bagi yang hidup di abad ini, lukisan ini ibarat
sebuah foto berwarna. Namun jika diamati secara lebih cermat, lukisan itu tidak
seperti foto, karena merupakan suatu komposisi. Unsur-unsur komposisi dari lukisan
itu terdiri dari sungai, rumah petani, gugusan pohon, dan menara gereja. Semuanya
tidak ditemukan secara bersama dalam pemandangan yang nyata. Semuanya terdapat
di tempat-tempat yang berbeda. Sang pelukislah yang membuat komposisi yang
indah dengan mengumpulkan semua objek itu menjadi satu. ‘Penilainnya’ melahirkan
perubahan pemandangan alam yang disuguhkan secara aktual. Dikatakan Peursen,
‘sumber kreasi ini bukanlah penggambaran aktual, melainkan perwujudan nilai-nilai
estetisnya’.
Jika diperhatikan, persepsi sehari-hari urutan ‘nilai’ dan ‘fakta’ yang sama
akan tampak. Matahari adalah matahari, merah adalah merah, batu adalah batu.
Semuanya sungguh-sungguh merupakan fakta. Tetapi jika menyelidiki yang lebih
luas, seperti dalam lukisan abad 17 tadi, maka segala sesuatu menjadi lain. ‘Matahari’
akan ditangkap lain bagi mereka yang menganggapnya sebagai Dewa.
Prof. C. A. van Peursen berpendapat,27 mempertahankan suatu nilai tertentu
lambat laun menjadi suatu aturan tingkah laku yang dapat dinilai sebagai berguna
bagi masyarakat yang teratur. Dari dulu sampai sekarang pengertian ‘bersalah’
memiliki konotasi moral yang relatif jelas. Pengertian itu termasuk bahasa penilaian.
Peursen menyatakan, dalam hukum perdata pengertian ‘bersalah’ mengalami
suatu perubahan makna. Konsep ‘bersalah’ berubah menjadi dari pengertian yang
bersifat moral menjadi ‘tanggung jawab’ dalam hubungan sosial. Tanggung jawab
dianggap sebagai konsekuensi dari hidup bermasyarakat yang kompleks. Orang
bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan terhadap orang lain. Tidak ada
‘salah’ dalam arti moral. Dengan demikian ‘bersalah’ tidak lagi merupakan
27C. A. Van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan
dan Etika, Terj. A. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 65.
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pelanggaran suatu ‘nilai’ melainkan hanya pelanggaran suatu ‘fakta’ yang
menimbulkan tindakan perdata terhadap orang.28
3. Pancasila Sebagai Sistem Nilai
Pancasila yang berkedudukan sebagai cita-hukum (rechtsidee).29 Cita-hukum
berisi nilai-nilai30 di dalam filsafat Pancasila31. Nilai merupakan makna yang secara
inheren terdapat pada hubungan susila dan spiritual antar manusia. Nilai-nilai
diejawantahkan atau diwujudkan ke dalam norma-norma. Dengan demikian hukum di
setiap negara merupakan bagian integral dari nilai-nilai yang hidup di negara itu.32
Filsafat Pancasila (khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab)33
merupakan landasan filosofis pada penelitian ini dalam memandang relasi kedaulatan
28C. A. Van Peursen, Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan
dan Etika, Terj. A. Sonny Keraf, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 65.
29Konsep cita-hukum (rechtsidee) merupakan gagasan, rasa, cipta bukan ‘cita-cita hukum’
yang bermakna keinginan atau harapan. Lihat, A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraa Pemerintahan Negara”, Disertasi, Pascasarjana UI, 1990,
hlm. 308.
30Moerdiono mengklasifikasi tiga tataran nilai dalam Pancasila mencakup 1) ‘nilai dasar’
yaitu suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap. Nilai tersebut melintasi ruang dan waktu. Nilai dasar
bersifat umum serta kebenarannya bersifat aksiomatik; 2) ‘nilai instrumental’ yaitu suatu nilai yang
bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun waktu
tertentu serta kondisi tertentu; dan 3) ‘nilai praksis’ yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan
sehari-hari, berupa cara bagaimana melaksanakan atau mengaktualisasikannya. Driyarkara
memberikan kontribusi pada transformasi nilai-nilai Pancasila dalam format kategori tematis (berupa
konsep, teori) menjadi (1) kategori imperatif (berupa norma-norma) dan (2) kategori operatif (berupa
praktik hidup). Lihat, Mulyono, “Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara”, artikel diunduh dari eprints.undip.ac.id.
31Filsafat Pancasila mengandung maksud perpektif ilmu filsafat hubungannya dengan
Pancasila sebagai objeknya. Lihat, Koento Wibisono, “Filsafat Pancasila”, dalam C.S.T Kansil,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 369. Koento
Wibisono berpandangan bahwa pendekatan filsafati memberi uraian mengenai pertanyaan ilmiah
tentang ‘apa’. Isinya berupa pengetahuan tentang substansi, hakekat, atau inti-isi-mutlak dari objeknya
yakni Pancasila.
32S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.
7.
33Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat, merumuskan ‘realita manusia dalam semesta realita’.
Lihat,  N. Drijarkoro, “Pancasila dan Religi”, dalam C.S.T Kansil, Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 336. Terjadi beberapa kali perubahan rumusan
redaksi untuk sila kedua Pancasila. Muh. Yamin dalam usulan tertulis Rancangan UUD
merumuskannya dalam sila ketiga “Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Soekarno mermuskan
“Internasionalisme atau Perikemanusiaan”. Pada Konstitusi RIS (berlaku 27 Desember 1949 – 17
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dalam hubungannya dengan hak asasi manusia. Kemanusiaan berarti penilaian dan
perlakuan manusia sebagai manusia. Sila kemanusiaan menuntut memanusiakan
manusia. ‘Kemanusiaan yang adil’ mengandung makna manusia sadar akan norma-
norma yang transenden, antara lain keadilan. Beradab memiliki keluwesan dalam
pergaulan sehingga menghormati hak orang lain.34
Pancasila mengandung nilai-nilai yang berasal dari dirinya sendiri dan nilai‐
nilai tersebut memancar keluar.35 Posisi Pancasila dilihat sebagai ‘cita hukum’
mengharuskan pembentukan hukum positif untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila,
serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkannya Pancasila sebagai
staatsfundamental norm berkonsekuensi, pembentukan hukum, penerapan, dan
pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.36
Cita-hukum memiliki dua aspek. Pertama, cita-hukum dapat dapat menjadi
acuan pada pengujian hukum positif yang berlaku. Kedua, cita-hukum dapat
mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat dan
bangsa.37 Pancasila bersifat cita-hukum, yaitu ukuran bagi seluruh kegiatan
kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan. Pancasila sebagai garis pengarah,
pemberi petunjuk untuk menuju arah yang sudah ditentukan.38 Cita-hukum
merupakan gagasan dan pikiran yang berkenaan dengan hukum yang terdiri dari tiga
Agustus 1950) dan UUDS 1950 disebut ‘Peri Kamanusiaan’. Di UUDS 1950. Soekarno berpendapat
dengan sila kedua, perikemanusiaan itu ialah internasionalisme  “…filosofisch principe saya namakan
‘internasionalisme’ yang bukan kosmopolitisme…”. Lihat, Sunoto, “Mengenal Filsafat Pancasila:
Pendekatan Melalui Etika” dalam C.S.T Kansil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 354-356 dan hlm. 386. Perikemanusiaan merupakan nilai khusus
kemanusiaan dan kemanusiaan adalah sifat hakekat manusia.
34O. Notohamidjojo, “Pancasila Harus Dipahami Sebagai Keseluruhan”, dalam C.S.T Kansil,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 331-332
35Sunoto, Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika, Hinindita,
Yogyakarta, 1989, hlm. 116-117.
36Jimly Asshiddigie dan M.Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress,
Jakarta, 2012, hlm.154
37Pendapat di atas didampaikan oleh Rudolf Stammler. Lihat,  Roeslan Saleh, Pembinaan Cita
Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional dalam “Majalah Hukum Nasional” No. 1, Pusat
Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm. 50.
38Sunoto, Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika, Hinindita,
Yogyakarta, 1989, hlm. 116-117.
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hal, yaitu keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Cita-hukum terbentuk
dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai akumulai dari pandangan hidup dan




Kata ‘asas’ identik dengkan kata ‘prinsip’. Asas memiliki tiga pengertian,
yaitu (1) hukum dasar; (2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau
pendapat); serta (3) dasar cita-cita.40 Garner mengartikan  asas sebagai ‘suatu dasar’
aturan, hukum atau doktrin (a basic rule, law, or doctrine).41 Henry Campbell
memaknai ‘asas’ sebagai ‘kebenaran yang asasi (a fundamental truth)’; suatu ‘kaidah
yang komprehensif (a comprehensive rule)’ yang memberi dasar atau menjadi asal
bagi yang lain (furnishes a basis or origin for others) aturan-aturan yang bersifat
tetap bagi perbuatan (a settled rule of action); suatu kebenaran yang sudah jelas
dengan sendirinya dan hal itu tidak dapat dibuktikan atau bertentangan (A truth  so
clear that it cannot be proved or contradicted).42 Blackwell mengartikan ‘asas’
sebagai ‘Suatu kebenaran yang asasi, terutama kebenaran moral, yang hal itu
dijadikan dasar bagi tindakan (A fundamental truth, especially a moral truth, that
serves as a basis for action).43 Asas hukum yang daya kerjanya secara tidak langsung
serta berfungsi menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap norma hukum.44
39Benard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum
Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2003,
hlm. 96. Cita hukum Pancasila menurut B. Arief Sidharta pada bukunya di halaman 99, berintikan
Ketuhanan Yang Maha Esa; Penghormatan atas martabat manusia; Wawasan kebangsaan; Persamaan
dan kelayakan; Keadilan sosial; Moral dan budi pekerti luhur; Partisipasi dan transparansi.
40Dendy Sugono, dkk., Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 96.
41Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., Saint Paul, 2004, hlm. 3777
42Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Springer, 1994, hlm. 1193.
43Amy Hackney Blackwell, Essential Law Dictionary, Sphinx Publishing, Naperville, Illinois,
2008, hlm. 388.
44Dedy Triyanto Ari Rahmad, dkk., “Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas
Hukum”, Jurnal Kertha Negara , Vol. 01 No. 05, Juli 2013, hlm. 4.
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Asas memiliki dua makna (1) dasar, alas, fundamen dan (2) suatu kebenaran
yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas merujuk
pada ‘kebenaran yang mendasar (fundamental truth)’ serta ‘kebenaran itu sudah jelas
dengan sendirinya dan tidak dapat dipertentangkan (a truth so clear that it cannot be
proved or contradicted). Abu Daud Busroh membedakan antara konsep ‘asas’
dibedakan dari konsep ‘pengertian’. Asas (beginsel) bersumber dari perasaan
manusia, dan bersifat berbeda karena tergantung pada pandangan hidup penganutnya.
Konsep pengertian (begrip) bersumber dari akal atau pikiran oleh karena itu bersifat
tetap.45
Asas merupakan dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan
tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut
pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang
sesuatu.46 Asas berarti dasar, alas, atau fundamen. ‘Asas’ ekuivalen dengan
‘principle’ (Inggris) yang dimaknai sebagai ‘beginning (pangkal/ awal/ atau pokok)’;
‘foundation (dasar atau landasan)’, yang berarti ‘sumber atau asal sesuatu’; ‘penyebab
yang jauh dari sesuatu’; aturan atau dasar bagi tindakan seseorang; serta ‘suatu
pernyataan (hukum) yang dipergunakan sebagai dasar-dasar untuk menjelaskan
sesuatu peristiwa. Kata ‘principle’ erat hubungannya dengan ‘principium’ dalam
bahasa Latin yang berarti ‘permulaan/ awal’; ‘sumber’; ‘asal’; ‘pangkal’; ‘pokok’;
‘dasar’; serta ‘sebab’.47
Asas dipahami sebagai ‘suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan
mendasari’ adanya sesuatu norma. Asas sering diartikan pula sebagai ‘sesuatu
kebenaran yang menjadi pokok dasar’ atau tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas
45Abu Daud Busroh mengutip pandangan Logemann yang mengatakan aturan-aturan hukum
dipengauhi dua unsur penting, yaitu (1) unsur riil (karena sifatnya konkret) bersumber dari lingkungan
manusia hidup seperti tradisi; (2) unsur idiil (karena sifatnya abstrak) bersumber dari diri manusia
sendiri, berupa ‘pikiran’ dan ‘perasaan’. Bangunan hukum yang berasal dari ‘perasaan’ disebut asas,
bangunan hukum yang berasal dari ‘pikiran’ disebut ‘pengertian’. Lihat, Abu Daud Busroh dan Abu
Bakar, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.
46Abu Daud Busroh, Ibid.
47Mahadi, Falsafah Hukum: Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 118-
119.
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merupakan suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu. Hal yang
inheren terdapat dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya. Istilah asas
identik dengan ‘prinsip’ yaitu pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak. Asas
hukum merupakan latar belakang peraturan hukum yang konkret yang terdapat di
dalam atau dibelakang suatu kaidah hukum.
R. Lacey sebagai dikutip Profesor Mahadi, berpendapat “Principle may be a
high-grade law, on which a lot depends (Asas merupakan suatu hukum yang lebih
tinggi letaknya, dan padanya dapat digantungkan/ disandarkan, disendikan banyak
hukum-hukum lain)“.48 Sementara C.W. Paton mengartikan ‘principle’ dengan
makna “…is the broad reason, which lies at the base of a rule of law (…suatu alam
pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma
hukum)”.49 Berdasarkan substansinya, hukum terbagi ke dalam tiga asas, mencakup
(1) asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan; (2)
asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; dan (3) asas kepastian
hukum.50
Kontribusi Paton, sebagaimana dinyatakan Profesor Mahadi, diantara anak
tangga ‘asas’ dan ‘norma hukum’ terdapat anak tangga antara yang disebut dengan
‘norma’. Berikut penjelasan Paton:
“…those who exercise a public calling should not take an unfair advantage of
their position (… seseorang yang mengemban suatu profesi untuk umum
hendaklah jangan mengambil keuntungan yang tidak wajar dari
kedudukannya)”.
Asas di atas sangat luas dan agak mengambang. Asas juga belum mempunyai warna.
Pada norma sudah membayang suatu warna, pada norma hukum warna itu jelas
sekali.
48Mahadi, Falsafah Hukum: Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 120.
49Mahadi, Falsafah Hukum: Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989,hlm. 122.
50Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 95.
Jurnal Filsafat Hukum Vol. 1 No. 1 2016 (Hlm 43-73) 59
“A common carrier must not charge more than a reasonable rate
(Orang yang melakukan pengangkutan untuk umum, tidak boleh
mematok tarif yang tidak masuk akal)”.
Norma di atas sudah mulai konkret. Yang bersifat umum dan meluas sudah menciut,
sudah menjuruh ke yang konkret. Suatu norma dapat dijadikan norma hukum dengan
cara menjelaskan ‘yang seharusnya (das sollen/J)’ menjadi ‘yang senyatanya (das
sein)’. ‘Yang seharusnya (das sollen/J)’ pada ungkapan Paton ialah “should not take
(………)”. Pada das sollen terdapat suatu ‘harapan’. ‘Yang senyatanya (das sein)’
pada ungkapan Paton ialah “must not charge (………)”. Pada ‘yang senyatanya (das
sein)’ terdapat suatu ‘perintah’.  Maka urutan atau tahapan dari asas menjadi norma
hukum adalah sebagai berikut:
Ragaan: Hubungan Asas dan Norma Hukum
2. Asas Hukum: Pengertian dan Ruang Lingkup
Asas hukum merupakan ‘aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang
abstrak. Asas pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan
hukum. Asas hukum merupakan asal mula dari adanya suatu norma hukum.
Misalnya, ‘Asas Miranda Rule’ (yang abstrak) menjadi latar belakang lahirnya Pasal
56 Ayat (1) Kitab Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 54
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Asas  hukum mencakup dua bagian. Pertama, asas hukum umum. Asas hukum
umum berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Kedua, asas hukum khusus. Asas
hukum khusus merupakan asas dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti asas-
asas di hukum pidana atau asas-asas di hukum perdata.51 Fungsi asas hukum ialah
melengkapi sistem hukum sehingga sistem hukum menjadi luwes. Sebenarnya sistem
hukum itu lengkap, namun peraturan konkretnya tidak. Asas hukum itulah yang
melengkapi perturan konkret.52
D. Norma-Norma (Hukum)
“Tiap kaidah hukum mencerminkan atau dijiwai sebuah nilai”
(Arief Sidharta, hlm. 184)
Istilah norma berasal dari kata norm (B), yang berarti ‘standar’ atau ‘patokan’
atau ‘pedoman’. Istilah norm (I) berasal dari bahasa Latin nomos yang berarti ‘nilai’.
Kemudian istilah ‘nilai’ dipersempit menjadi ‘norma hukum’.53 Norma adalah
pencerminan dari kehendak suatu masyarakat. Kehendak masyarakat tuntuk
mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dilakukan dengan membuat pilihan
antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui. Pilihan itulah yang
kemudian akan menjadi norma dalam masyarakat.
Norma memiliki dua arti yaitu, (1) peraturan atau ketentuan yang mengikat
semua warga masyarakat; (2) aturan yang baku; ukuran (untuk menentukan
sesuatu).54 Norma merupakan suatu ‘acuan’ atau ‘patokan’  yang diterima secara
umum (a model or standard accepted), baik secara sukarela maupun tidak
(voluntarily or involuntarily), untuk menilai seseorang atau sesuatu. Suatu norma
51Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta,
hlm. 10.
52Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta,
hlm. 99.
53I. Gde Pantja Astawa, 2012, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia ,
Alumni, Bandung, hlm. 21.
54Dendy Sugono, dkk., Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1007.
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yang menjadi acuan benar salahnya suatu perbuatan (a norm is the standard for right
or wrong behavior).55
Kaitannya dengan ‘peninjauan’ secara yuridis dan sosiologis terhadap norma
menimbulkan Padmo Wahjono pernah mempertanyakan, apakah norma itu muncul
begitu saja? Apakah norma itu sesuatu yang menaik atau menurun?  Ia mencontohkan
dalam lapangan hukum adat. Kepala adat membuat keputusan berdasarkan
kebijakannya. Oleh masyarakat putusan tersebut dipakai secara berulang kali
sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat adat. Kebiasaan tadi mempunyai
kekuatan hukum dan kemudian menjadi hukum (J:die Normative Kraft des
Faktische).56 ‘Pengulangan’ sebagaimana disebut di muka memerlukan suatu
‘perantara’ yaitu ‘manusia’. Dengan demikian tidak tiba-tiba langsung menjadi
hukum.57
Norma jika merujuk pada pendapat Kisch terbagai menjadi tiga yaitu
abstracte norm atau rechts beginsel (B); tussen-norm atau algemene norm (B); dan
concrete norm (B). Prof. Djokosutono menyebut ada empat norma, yaitu idee van het
recht yaitu gerechtigeheid (B); rechtbeginsel (B); algemene norm (B); dan casus
norm (B). Algemene norm ditentukan oleh regelaars (B) Concrete norm ditentukan
oleh bestuur, rechtspraak dan politik (B).58
Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok
dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku
yang sesuai dan diterima. Dapat diarikan pula sebagai aturan, ukuran atau kaidah
55Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., Saint Paul, 2004, hlm.
3358.
56Makna die Normative Kraft des Faktische bermakna suatu fait (B), putusan (B:beslissing)
mempunayi kekuatan untuk menjadi norma atau hukum kalau fait dilakukan berulang-ulang.
Pengulangan itu lama-lama akan menjadi suatu norma.
57Padmo Wahjono, 2003, Ilmu Negara, Indo Hill, Jakarta, hlm. 17.
58Hal-hal di atas disajikan dalam perkuliahan Prof. Djokosutono di Fakultas Hukum UI
tanggal 15 Mei 1956. Kumpulan kuliah-kuliahnya kemudian dikumpulan oleh muridnya Prof. Harun
Al Rasid. Lihat, Djokosutono, 1982, Ilmu Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166-168. Lihat
juga, Padmo Wahjono, 2003, Ilmu Negara, Indo Hill, Jakarta, hlm. 21-22.
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yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.59
Norma merupakan ‘patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap
pantas’.60
Di dalam khasanah ilmu hukum dikenal ‘norma dasar’ atau ‘aturan dasar’ atau
‘maha sumber dari segala aturan hukum’ ialah sebuah norma atau aturan atau
ketentuan hukum yang pertama yang adanya pada tata hukum yang bersangkutan.
Oleh karena itu norma atau aturan atau ketentuan tersebut menjadi dasar  bagi
berlakunya  segala macam norma atau aturan atau ketentuan hukum yang lain-
lainnya. Oleh karena itu  dapat dipahami jika kemudian disebut ‘sumbernya segala
norma hukum yang lain-lainnya’. Segala macam norma hukum yang lainnya yang
terdapat  di dalam tata-hukum yang bersangkutan harus dapat dikembalikan kepada
norma pertamanya. Norma dasar atau norma pertamatidak mungkin dapat dicari dasar
hukumnya atau kekuatan berlakunya kepada norma  hukum lainnya atau
sebelumnya.61
Ilmu hukum positif tidak  dapat mencari dasar hukumnya atau kekuatan
berlakunya suatu norma pertama. Seperti halnya  dengan aksioma dalam ilmu pasti,
tidak dapat membuktikan kebenaran dirinya berdasarkan dalil-dalil sebelumnya. Ilmu
hukum positif menerima ‘norma pertama’  atas dasar kenyataan. Jika ilmu hukum
positif tidak dapat mencari dasar hukumnya atau kekuatan berlakunya norma pertama
tidak berarti sebab musabnya tidak dapat dipelajari tetapi norma pertama bukan
persoalan yuridis formil.62
‘Norma hukum’ merupakan peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh
lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat
59I. Gde Pantja Astawa, 2012, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia ,
Alumni, Bandung, hlm. 21.
60Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.
61Joeniarto, 1982, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, hlm. 6-
8.
62 Joeniarto, 1982, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, hlm. 7-
8.
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dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya dapat berupa
peraturan perundang-undangan,
Norma hukum merupakan persyaratan dari tumbuh dan munculnya penilaian-
penilaian yang ada dalam masyarakat. Selain mengandung penilaian, norma hukum
juga mengandung nalar tertentu. Nalar tersebut terletak pada penilaian yang
dilakukan masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan orang-orangdalam
masyarakat. Sehingga hukum, yang mengandung nalar, dapat membentuk masyarakat
menurut suatu pola tertentu yang dikehendakinya.
Norma hukum mengandung dua unsur. Pertama, patokan penilaian. Hukum
digunakan untuk menilai kehidupan masyarakat, yaitudengan menyatakan apa yang
dianggap baik dan buruk. Penilaian inilah yangkemudian akan melahirkan petunjuk
tentang tingkah laku masyarakat. Kedua, patokan tingkah laku. Pandangan tingkah
laku ini lahir bila hukum dipandang sebagai perintah, yaitu ketika masyarakat
bertingkah laku sesuai dengan yang diperintahkan oleh hukum.
Perbedaan mendasar antara asas hukum dan norma hukum, setidaknya
tercermin dari hal. Pertama, asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan
abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang riil. Kedua, asas hukum
merupakan suatu ide atau konsep, sedangkan norma hukum adalah penjabaran dari
ide tersebut. Ketiga, asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma
mempunyai sanksi.
Norma hukum, sebagaimana dinyatakan Bruggink, sebagai norma perilaku
berisi: empat hal. Pertama, perintah (B:gebod), yaitu kewajiban masyarakat untuk
melakukan sesuatu. Kedua, larangan (B:verbod), yaitu kewajiban masyarakat untuk
tidak melakukan sesuatu. Ketiga, pembebasan/dispensasi (B:vrijfstelling), yaitu
pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.
Keempat, izin (B:toestemming), yaitu pembolehan (perkenan) atau pengecualian
khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.63
63 Bruggink, 1996, hlm.100
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Kaitannya dengan ‘peninjauan’ secara yuridis dan sosiologis terhadap norma
menimbulkan Padmo Wahjono pernah mempertanyakan, apakah norma itu muncul
begitu saja? Apakah norma itu sesuatu yang menaik atau menurun?  Ia mencontohkan
dalam lapangan hukum adat. Kepala adat membuat keputusan berdasarkan
kebijakannya. Oleh masyarakat putusan tersebut dipakai secara berulang kali
sehingga menjadi kebiasaan dalam masyarakat adat. Kebiasaan tadi mempunyai
kekuatan hukum dan kemudian menjadi hukum (J:die Normative Kraft des
Faktische).64 ‘Pengulangan’ sebagaimana disebut di muka memerlukan suatu
‘perantara’ yaitu ‘manusia’. Dengan demikian tidak tiba-tiba langsung menjadi
hukum.65
Norma jika merujuk pada pendapat Kisch terbagai menjadi tiga yaitu
abstracte norm atau rechts beginsel (B); tussen-norm atau algemene norm (B); dan
concrete norm (B). Prof. Djokosutono menyebut ada empat norma, yaitu idee van het
recht yaitu gerechtigeheid (B); rechtbeginsel (B); algemene norm (B); dan casus
norm (B). Algemene norm ditentukan oleh regelaars (B) Concrete norm ditentukan
oleh bestuur, rechtspraak dan politik (B).66
Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok
dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku
yang sesuai dan diterima. Dapat diarikan pula sebagai aturan, ukuran atau kaidah
yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.67
64Makna die Normative Kraft des Faktische bermakna suatu fait (B), putusan (B:beslissing)
mempunayi kekuatan untuk menjadi norma atau hukum kalau fait dilakukan berulang-ulang.
Pengulangan itu lama-lama akan menjadi suatu norma.
65Padmo Wahjono, 2003, Ilmu Negara, Indo Hill, Jakarta, hlm. 17.
66Hal-hal di atas disajikan dalam perkuliahan Prof. Djokosutono di Fakultas Hukum UI
tanggal 15 Mei 1956. Kumpulan kuliah-kuliahnya kemudian dikumpulan oleh muridnya Prof. Harun
Al Rasid. Lihat, Djokosutono, 1982, Ilmu Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166-168. Lihat
juga, Padmo Wahjono, 2003, Ilmu Negara, Indo Hill, Jakarta, hlm. 21-22.
67I. Gde Pantja Astawa, 2012, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia ,
Alumni, Bandung, hlm. 21.
Jurnal Filsafat Hukum Vol. 1 No. 1 2016 (Hlm 43-73) 65
Norma merupakan ‘patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap
pantas’.68
Di dalam khasanah ilmu hukum dikenal ‘norma dasar’ atau ‘aturan dasar’ atau
‘maha sumber dari segala aturan hukum’ ialah sebuah norma atau aturan atau
ketentuan hukum yang pertama yang adanya pada tata hukum yang bersangkutan.
Oleh karena itu norma atau aturan atau ketentuan tersebut menjadi dasar  bagi
berlakunya  segala macam norma atau aturan atau ketentuan hukum yang lain-
lainnya. Oleh karena itu  dapat dipahami jika kemudian disebut ‘sumbernya segala
norma hukum yang lain-lainnya’. Segala macam norma hukum yang lainnya yang
terdapat  di dalam tata-hukum yang bersangkutan harus dapat dikembalikan kepada
norma pertamanya. Norma dasar atau norma pertamatidak mungkin dapat dicari dasar
hukumnya atau kekuatan berlakunya kepada norma  hukum lainnya atau
sebelumnya.69
Ilmu hukum positif tidak  dapat mencari dasar hukumnya atau kekuatan
berlakunya suatu norma pertama. Seperti halnya  dengan aksioma dalam ilmu pasti,
tidak dapat membuktikan kebenaran dirinya berdasarkan dalil-dalil sebelumnya. Ilmu
hukum positif menerima ‘norma pertama’  atas dasar kenyataan. Jika ilmu hukum
positif tidak dapat mencari dasar hukumnya atau kekuatan berlakunya norma pertama
tidak berarti sebab musabnya tidak dapat dipelajari tetapi norma pertama bukan
persoalan yuridis formil.70
‘Norma hukum’ merupakan peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh
lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya dapat berupa
peraturan perundang-undangan,
68Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.
69Joeniarto, 1982, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, hlm. 6-
8.
70 Joeniarto, 1982, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia , Bina Aksara, Jakarta, hlm. 7-
8.
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Norma hukum merupakan persyaratan dari tumbuh dan munculnya penilaian-
penilaian yang ada dalam masyarakat. Selain mengandung penilaian, norma hukum
juga mengandung nalar tertentu. Nalar tersebut terletak pada penilaian yang
dilakukan masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan orang-orangdalam
masyarakat. Sehingga hukum, yang mengandung nalar, dapat membentuk masyarakat
menurut suatu pola tertentu yang dikehendakinya.
Norma hukum mengandung dua unsur. Pertama, patokan penilaian. Hukum
digunakan untuk menilai kehidupan masyarakat, yaitudengan menyatakan apa yang
dianggap baik dan buruk. Penilaian inilah yangkemudian akan melahirkan petunjuk
tentang tingkah laku masyarakat. Kedua, patokan tingkah laku. Pandangan tingkah
laku ini lahir bila hukum dipandang sebagai perintah, yaitu ketika masyarakat
bertingkah laku sesuai dengan yang diperintahkan oleh hukum.
Perbedaan mendasar antara asas hukum dan norma hukum, setidaknya
tercermin dari hal. Pertama, asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan
abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang riil. Kedua, asas hukum
merupakan suatu ide atau konsep, sedangkan norma hukum adalah penjabaran dari
ide tersebut. Ketiga, asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma
mempunyai sanksi.
Norma hukum, sebagaimana dinyatakan Bruggink, sebagai norma perilaku
berisi: empat hal. Pertama, perintah (B:gebod), yaitu kewajiban masyarakat untuk
melakukan sesuatu. Kedua, larangan (B:verbod), yaitu kewajiban masyarakat untuk
tidak melakukan sesuatu. Ketiga, pembebasan/dispensasi (B:vrijfstelling), yaitu
pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.
Keempat, izin (B:toestemming), yaitu pembolehan (perkenan) atau pengecualian
khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.71
71 Bruggink, 1996, hlm.100
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Asal kata ‘norma’ menurut Prof. Jimly dalam istilah Yunani terdapat kata
nomoi atau nomos yang bermakna ‘hukum’ atau ‘kaedah’. Kaedah berdasarkan
kemiripannya berasal dari bahasa Arab qo’idah. Kaedah-kaedah perilaku menurut
Jimly dibedakan dalam lima norma, yaitu (1) wajib (obligattere); (2) haram
(prohibere); (3) sunnah atau anjuran untuk melakukan, (4) makruh atau anjuran untuk
jangan melakukan; serta (5) mubah atau kebolehan (permittere).72
Prof. Hazairin membedakan sistem norma dalam tiga jenis:73 (1) norma
agama; (2) norma hukum; serta (3) norma kesusilaan . Norma agama mencakup
kelima-lima kaedah itu sekaligus. Tetapi norma hukum hanya mencakup tiga kaedah
yaitu (i) kaedah kewajiban (obligattere), (ii) kaedah larangan (haram), dan (iii)
kaedah kebolehan atau (mubah, ibahah). Norma kesusilaan berisi tiga kaedah, yaitu
(i) kaedah kebolehan (mubah), (ii) kaedah anjuran untuk melakukan (sunnah), dan
(iii) kaedah anjuran untuk tidak melakukan (makruh). Pengelompokan jenis kaedah
yang lima (al-ahkam alkhamsah) menurut Prof. Hazairin tersebut dapat dielaborasi
lebih rinci dengan mengaitkannya dengan sistem norma yang dikembangkan dalam
filsafat hukum dan politik yang selalu dinisbatkan berasal dari warisan tradisi Yunani
kuno mengenai adanya tiga macam kaedah yang meliputi (a) obligattere (kewajiban),
(b) permittere (kebolehan), dan (c) prohibere (larangan) seperti diuraikan di atas.
Karena itu, judul buku Plato ‘Nomoi’ juga biasa diterjemahkan dengan kata
The Laws dalam bahasa Inggris . Istilah kaedah atau ‘qo’idah’ dalam bahasa Arab
juga biasa dikonotasikan pengertiannya dengan hukum (singular) atau al-ahkam
(plural). Karena itu, lima kaedah yang dikenal dalam ajaran agama Islam, yaitu
kaedah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah biasa juga disebut sebagai al-
ahkam al-khamsah atau kaedah yang lima. Kaedah atau norma itu sebenarnya
merupakan suatu pelembagaan atau institutionalisasi nilai-nilai yang diidealkan
72Jimly Asshiddiqie, “Dinamika Keterpecahan dan Keterpaduan Norma”, Makalah,
Pembekalan Bagi Para Calon Hakim Agung, Komisi Yudisial, 9 Maret 2015, hlm. 1-2.
73Hazairin, “Kesusilaan dan Hukum”, Orasi, Guru Besar Hukum Adat sekaligus Hukum Islam
Universitas Indonesia, 9 Desember 1950, hlm.
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sebagai kebaikan, keluhuran, dan bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai
yang dipandang buruk, tidak luhur, atau tidak mulia. Nilai-nilai baik dan buruk itu
berisi keinginan dan harapan yang tercermin dalam perilaku setiap manusia. Nilai
baik dan buruk itulah yang dilembagakan atau dikonkretisasikan dalam bentuk atau
berupa norma atau kaedah perilaku dalam kehidupan bersama. Sebagaimana
tercermin dalam pengertian tentang ‘al-ahkam al-khamsah’ tersebut di atas, kaedah-
kaedah perilaku itu dapat dibedakan dalam lima norma, yaitu (i) wajib atau
‘obligattere’, (ii) haram atau ‘prohibere’, (iii) sunnah atau anjuran untuk melakukan,
(iv) makruh atau anjuran untuk jangan melakukan, dan (v) mubah atau kebolehan
atau ‘permittere’. Kelima norma tersebut, menurut Profesor Hazairin, dapat
dibedakan dalam tiga jenis sistem norma, yaitu norma agama, norma hukum, dan
norma kesusilaan.
Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang
hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum.
Normanorma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan
kewajibankewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis,
sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut
konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam
setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara
paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya
diimbangi dengan kewajiban asasi manusia.
Norma memiliki dua arti yaitu, (1) peraturan atau ketentuan yang mengikat
semua warga masyarakat; (2) aturan yang baku; ukuran (untuk menentukan
sesuatu).74 Norma merupakan suatu ‘acuan’ atau ‘patokan’  yang diterima secara
74Dendy Sugono, dkk., Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1007.
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umum, baik secara sukarela maupun tidak, untuk menilai seseorang atau sesuatu.
Suatu norma yang menjadi acuan benar salahnya suatu perbuatan.75
Norma merupakan standar, patokan, atau pedoman. Norma merupakan
pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat tuntuk mengarahkan
tingkah laku anggota masyarakat dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah
laku yang disetujui dan yang tidak disetujui. Pilihan itulah yang kemudian akan
menjadi norma dalam masyarakat. Norma hukum merupakan peraturan-peraturan
yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang
atau negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan atau perjanjian
internasional.
Nilai-nilai (baik dan buruk) ‘dilembagakan’ di dalam norma. Yang
dilembagakan berupa kebolehan, anjuran, dan perintah. Norma dapat bersifat positif
atau negatif, perintah melakukan sesuatu atau perintah untuk tidak melakukan
sesuatu.76 Norma memiliki ciri tersendiri serta berbeda dengan norma lainnya karena
bersifat heteronom dan datangnya dari luar diri seseorang. Norma memiliki isi yang
konkret dan dapat diterapkan secara langsung. Berbeda dengan asas yang daya
kerjanya tidak langsung.77
Diantara ‘asas’ dan ‘norma hukum’ terdapat anak tangga antara yang disebut
dengan ‘norma’. Asas di atas sangat luas dan agak mengambang. Asas juga belum
mempunyai warna. Pada norma sudah membayang suatu warna, pada norma hukum
warna itu jelas sekali. Perbedaan mendasar antara asas hukum dan norma hukum,
setidaknya tercermin dari tiga hal. Pertama, asas merupakan dasar pemikiran yang
umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan peraturan yang riil. Kedua, asas
hukum merupakan suatu ide atau konsep, sedangkan norma hukum adalah penjabaran
75Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., Saint Paul, 2004, hlm.
3358.
76Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 1.
77Dedy Triyanto Ari Rahmad, dkk., “Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas
Hukum”, Jurnal Kertha Negara , Vol. 01 No. 05, Juli 2013, hlm. 4.
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dari ide tersebut. Ketiga, asas hukum tidak mempunyai sanksi sedangkan norma
mempunyai sanksi.
Norma mulai konkret dan bersifat umum dan meluas sudah menciut, sudah
menjuruh ke yang konkret. Suatu norma dapat dijadikan norma hukum dengan cara
menjelaskan ‘yang seharusnya’ menjadi ‘yang senyatanya’. ‘Yang seharusnya’ pada
ungkapan Paton ialah “should not take (tidak seharusnya dilakukan)”. Pada ‘Yang
seharusnya’ terdapat suatu ‘harapan’. ‘Yang senyatanya’ pada ungkapan Paton ialah
“must not charge (tidak harus dimintakan)”. Pada ‘yang senyatanya’ terdapat suatu
‘perintah’. Norma hukum, sebagaimana dinyatakan Bruggink, sebagai norma perilaku
berisi empat hal. Pertama, perintah (gebod), yaitu kewajiban masyarakat untuk
melakukan sesuatu. Kedua, larangan (verbod), yaitu kewajiban masyarakat untuk
tidak melakukan sesuatu. Ketiga, pembebasan/ dispensasi (vrijfstelling), yaitu
pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.
Keempat, izin (toestemming), yaitu pembolehan (perkenan) atau pengecualian khusus
untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.78
E. Hubungan Nilai, Asas Hukum, Norma Hukum, dan Praktik Hukum
Untuk menggabarkan hubungan antara nilai, asas hukum, norma hukum dapat
digambarkan sebagai berikut:
78Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Terjemahan B. Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996, hlm. 100.




Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yaitu:
"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
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